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BUPATI BOMBANA

bahwa sesuail dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Undang-
undang  nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelotaan dan tanggungjawab kcuangan Negara, laporan
hasil pemeriksaan kcuangan, laporan hasil pemeriksaan
kinerja  din laporan hasil  peimneriksaan dengan  tajuan
tertentu,  disampaikan  oleh  Bedan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia kepada Bupati Bornbana.

banwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupaii Bombana tentang pedoman tindak lanjut
Hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia paza pemerintah kabupaten Bombana.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahva 1999 tentang

Peryelenggaraan Nezara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reoublik Indonesia
Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembzran Negara
Republik Indcnesia Nomor ?°7");

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan Undang - Undang Nomo: 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009
tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tehun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonecia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahun Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Kolaka Uiara, Kabupaten Bombana,
dan Kabupaten V/akatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
%+339);



9.

Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahuan 20063
Nomor 47, Tam*tahan l.embaran Negara kepublik Indonesia
Nonior 4286);

>. Uadang-Undang  Nomor 1 ahun 2004  tentang
erbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones:a Nomor 4355);

Undang - undsng Nomor 32 Tahun 004 tentang
pemerintahan Dacrah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, diubah terakhir dengan undang — undang
nomor 12 tahun 2008 tentang perubehan kedua atas undang
— undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Repub:ik Indonesia Tahun 2008
Nomnor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang - uadang Nomor 'S5 Tahun 2006 tentang Badan

peracriksa kenangan (Lembar Nepoara  Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tamvalban ‘“cmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4654);

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peratu-an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

11.

13.

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah T.omor 33 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan aotara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

2. Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tabun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah.

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomwor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

. Peraturan Dacrah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Pokck pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Bombana Tahun 2007

"~ Nomor 2);

. Peraturan Daeral Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008

Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten FEombana
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor

L i
7);



MEMUTUSKAN :

. Menetapkar PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN TINDAK
: LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH

KABUPATEN BOMBANA.

BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peratu-an Fupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat dacrah sebagai Unsur

Penyclenggara Pemerintah Dacrah.

DBup->ti adalah Bupati Bombana.

V7al:i) Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.

[ op-litar adalah Inspektur Kabupaten Bombana.

Satusn Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

- Satunan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten
Borabana.

9. Eadana Pemeriksa Keuangana Republik Indonesia yang S(*l;vmjm'nyn' disebhut
RPK R adalah badan pemeriksa keuangan Republik Indoacsia, perwakilan
prorinsi Su'awesi Tenggara.

10. Lepuran Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya di sebut LHP adalah Laporan
Haall Pemeriksann BPIC RE mehipats pemerilanan Keuangan, pemeriksaan
kinesja,dan pemeriksaan dengan tuajuan tertentu.

11. Tinda< Lanjut Has'l Pemeriksaan vang selanjutnya disebut TLHP adalah
t.dik lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah Kabupaten
Bombana yang sclanjutnya disebut Tim T''"™ BPK RI adalah Tim yang
dibern uk oleh Bupati untuk Melaksanakan TLHP BPn RI.

XNNOAW

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
. Maksud
Pasal 2 _
Mak-ud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi
Pemerirtah D¢ erah dalam menindakianjuti Hasil pemeriksaan BPK-RI.

Bagian Kedua
Tujuan
: : Pasal 3
Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah agar tindak Lanjut terhadap
Ilasil pvmeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan
akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP
BPX RI

RAR ITY



RUANG LINGRU
Pasal 4
Ruanz Jingkup pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, periantauan dan

“pelavoran TLHP BPK RI, meliputi :

¢. Peaizriksaan keuangan.
b. len.eriksaan kinerja.
¢. Peraeriksaan dengan tujuan tercentu.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

1) Sistematika pedoman TLHP ‘ni meliputi :
I. Pendahuluan
II.  lhaksud dan tujuan
It Xuang linglkup
IV. TUHP B?K 1
V. Tim TLHP BPK RI
V.. elaporsin Tim TLHP BPK RI.
Vil Saandae perasional Proscedur Ton TLHE BPK R
2) Isy, Muaten dar rincian pedoman TLHP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
weccantum dalamn lampiran LILI, schagai Bagian yany tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Segala pernbiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada
APBD ka')upaten Bombana.

Pasal 7
Hal d 1 vang belume cukup  chatur dalan: peraturan Bupati ini sepanjang
1nengene) teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Oleh upati, sesuai ketentuan
pevaturar. perundang-undangan.

P:sal 8
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkar:.
Ager setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peratarar. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

an di Rumbi
AR Kar 2012
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I.

LAMFTRAN 1 PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : § TAHUN 2012

TANGGAL : 1 MARET 2012

TENTANG PIEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BOMUIANA.

SISTEMATIKA PEDOMAN LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA

PENDAHULUAN

Dalam rangka menghacapi tuntutan perkembangan dan pencapaian-
sesaran  pembangunan  sesuai  dengan aspirasi  reformasi, aparatur
senerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis
dalanm mewujudkan keberhasilen pemmbangunan di daerah. Hal tersebut juga
diperkuat dengan maraknya tuniutan masyarakat terhadap kinerja aparatur
p>mer.ntah daerah dalam moenyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik
igeod governance). Yntuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh
peran dan fungsi pengawasan vang efektif, efisien dan akuntabel.

Penzawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus
anart mulal rencana pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai
dit'r dak lanjuti. Untuk mencepail hasil pengawasiin yang optimal, maka
sciap temuar  hasil aparat pengawasan cekstern dan intern, wajib  di
tinnaklanjuti oleh pimpinan SKI’D secara konsisten dan ber.anggung jawab.
Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupaken bagian dari upaya
perbaikar manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan
akar -men'orong pemulihan citra dan kewibawaan pemer.ntah daerah.

“ndak oot Hasil Pemeriksaan BPIKC R telah diatur dalam Undang-
Uudang Mowmcr 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomeor 15 Tahun
20CG tentang Badan Pemeriksa Keuangan . Dalar 'Jndang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung
jowe b wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI, dan
meradi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam
kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara maksimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan
disaj ' kan dalam laporan hasil pecmeriksaan (LHP) segera setelah pemeriksaan
sclesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pcemeriksaan
Lineyja akan menghasilkan (emuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun
penieriksaan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Sctiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD
scsuai dengan kewenangannya yang ditindaklenjuti, antara lain dengan
membahasnya bersama pihak terkait. Selain disainpaikn kepada DPRD,
iaporan hasil pemeriksaan jupa disampaikan kepada Pemerintah daerah.
[ alain hal laporan hasil pemeriksaan keuangaa, hasil pemeriksaan BPK
d ginakan olech pemerintah  da:rah  untuk meclakukan koreksi dan
penyesuaian  yang  diperlukan, schingga  laporan  keuangan yang tclah
dperiksa (audited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum
d:scunpaukan kepada DPRD.

r’emerintah caerah wajib memndak}anjutl rekomendasi BPK RI, dian diberi
kesempatan vntuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikeraukakan
LEP BPX RI. Tanggepan dimaksud disertakan LHP BPK RI yang disampaikan
kepada DPRD.

Ates dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak
lanjit hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat peluksanaan TLHP BPK
RI.



(1.

1.

IV.

V.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintahan
Fabupaten  Bombana  dime ksudkan untuk memberikan acuan  bagi
remerintah dacrah dalam menindaklanjuti hasil pemerikscan BPK RI.

Tindak lanjut hasil pemcriksaan BPK RI pada pemerintah kabupaten
bcmbana bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI
secara efektif, efisien dan a‘tuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan,
petaksanaan, pecmantaua : dan pelaporan TLHP BPK RI.

RJANG LINGKUP
Ruang Lingkup Pedoman tindak lanjut hasil pecmeriksaan BPK RI pada
pemerintah Kabupaten Bombana mencakup pelaksanaan, pemantauan
dan pelaporan TLHP BPK RI, Yaitu :
1. Pemeriksaan keuangan
Jdaporan Hasil pemeriksaan keuangan BPK Rl akan menghasilkan opini).
2. Pemeriksaan kinerja
(laporan hasil nemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi).
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan
menghasilkan kesimpulan).

TiNDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan o.eh BPK Rl kepada
napati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat
urtuk sclanjutnya tim TLHP BPK RI vang dibentuk  ol:h  bupati
menindasddanuts LUP BPK o dengan batas wakt -+ paling lambat 60 enam
puluh (liaeri) setelah LHP diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangr ..

TIvi TLEF BF{ Rl

Un*uk melak-anakan koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah
(D'RD) kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti laporan hasil
nemeriksaan BPK RI pada pernerintahan kabupaten Borabana, yang tidak
dimintakan pcnjelasan dan/ataa tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan
oiehh DPRD kabupaten Bombana kepada Badan Pemeriksaan Keuangan
Pepublik Indonesia  (BPK RI) , dibentuk tim TLHP BPK RI pada
pemerintahan kabupaten Bomblana.

Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :
, Tim Tindak Larjut

a. Wakil Bupati Bombana selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI
“mengkordinasikan  pelakeanaan TLHP BPIU Rl setelah diterimanya
LHP BPK RI.
b. Inspektur selaku tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI
berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
a. Mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan
- rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan
TLHP kepada SKPD sebagai anggota tim;
b. Menyusun/atau membuat rencana aksi TLHP BPK RI; dan
c. Mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat
kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60
(enam puluhj hari klender dengan SKPD /anggota tim.



2. Tim Asistensi bertugas
mengevaluasi dan menganalisa kesepakatar. mengena. penyelesaian
hasil Tim Tindalk Lanjut untuk di rckomendasi ke Tim Sekretariat;

3. Tira Sckretariat bertugas
Untuk menginventarisasi, membuat dan melengkapi hasil pantauan
Tindal Lanjul yang telah di asistens: untuk  disampaiakan kepada
Buati Bombana sebagal bahan laporan ke BPK Rl dan DPRD Kab.

e sahann,

Vi LAPORAN TLHP BPK RI

SKPD yang menindaklanjuii temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan
traaklanjut LHP kepada BPK RE dan DPRD sesuar ketentuan peraturan
perundang-undangan,., sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati
mlalui Inspektur selaku Ketua tim TLHP BPK RI.

Penanggung jawab tim Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil
kerja tim kepada Bupatidan DPRD paling sedikit tiap % (enam) bulan.



VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMERINTAH KABJUPATEN BOMBANA.
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LAMPIFPANI 1f PERATURAN BUPAT! BOMBANA

NOMOR § TAHUN 201%
TANGGAL 1 MARET 2012
TENTANG

PEDOMAN TINDAK IANJUT HASIL

PEMERIKSAAN BADAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA.

TIME SCEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
KABUPATEN BOMBANA

Jangka wakru
No Prosedur penyelesaian sejak
. ] berkas diterima
1 | BFK R} menyampaikan laporan Hasil Pemeriksa | Selambat-lambatnya 2
kepada: DPRD Kabupaten Bombana dan Bupati | bulan setelah menerima
Bumbans d-ongan tembusan kepada Inspektur laporan keuangan dari
[labupe‘~n Fombana pemerintah kabupaten
Bombana
2 .)ekreta.;xs m«empelajari dan mengidentifikasi
kendisi, criteria, dan rekomendasi atas LPH BPK S hari
K&
3 | Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut 5 hari
|| LFH BPK RI (TLHP BPK RI) | B
4 | Selretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLPH
BPK RI dan membuat kesepakatan waktu 5 hari
penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60
han kalender
5 |Ar gegota Tim TLHP melaksanakan kescpakatan
mengenal wakuwa penyelesaian TLHP BPK RI dan
mempelajari kondisi,kriteria ,dan rekomendasi 10 hari
yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai
bidang tugasnya
6 | S=kretaris berkonsultasi dengan EPK RI atas
TI.HP BPK RI yang telah di lakse nakan sebagai 5 hari
bahan laporan
7 | Selkretaris melakukan koodinasi dengan DPRD
Kabupaten Bombana dalam menindeklanjuti S hari
hasil pengavasan BPK RI .
3 | Anggcta Tim TLHP menindaklanjuti dengan
membuat/melengkapi/ mempertanggungjawabkan
dan / atau menyetor uang ke kas Daerah 15 hari
dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi
| EPK RI
9 | Anggota Tim TLPH melaporkan hasil TLPH.kepada
BUK RI dan DPRD Kabupaten Bombana melalui 5 hari
peaanggung ‘awab dan Sekretaris Tim TLPH
o g e BP‘{ R[ - SR R S O ST SRS i > - i b e - . S—
10 r)cnang"’r :ng jawab melaporkan hasil TLPH BPK
Rl Kepr da Bupati Bombana untuk disampaikan 5 hari
kepade - ¢ RI dan DPRD Kabupaten Bombana
8 _ Jumiah B 60 hari




.

Formulir/ doizumen yang digunakan :
1. Laporan hasil pemeriksaan BPK Rl

2. Hunpunan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan B8PK Rl sementara
pada pemerintah kabupaten Bombana

3. Luporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
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